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PUTUSAN
Nomor 1738/Pdt.G/2023/PA.Tng
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

--------- Penggugat------, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan KH
Hasyim Ashari (Gang Samping Rumah Makan
Tamara/Kontrakan Bapak Haji Ramon) Nomor 88 RT 001
RW 003 Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan
Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagai
Penggugat;

melawan

--------- Tergugat------, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pule 2
(Kontrakan Ibu Saadah/an. Ibu Wahyuni) RT 008 RW 010
Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta
Timur Provinsi DKI Jakarta;, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2023 yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari itu juga dengan
register perkara Nomor 1738/Pdt.G/2023/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, Penggugat dengan

Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
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Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten
Sukabumi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0376/44/X1/2020 tertanggal 25
November 2020;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari (Gang
Samping Rumah Makan Tamara/Kontrakan Bapak Haji Ramon) Nomor 88 RT
001 RW 003 Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota
Tangerang Provinsi Banten;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan belum
dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2022
keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,
disebabkan :
4.1. Tergugat jika ada permasalahan dengan Penggugat
kebanyakan diam dan tidak ada komunikasi yang baik sehingga tidak
ada keharmonisan dalam rumah tangga;
4.2. Keluarga Tergugat terlalu mempengaruhi Tergugat dengan ikut
campur permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
4.3. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga
dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bulan Oktober Tahun 2022, yang
sehingga berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat
sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sesuai masing-
masing diatas. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
hubungan secara lahir dan batin selayaknya suami dan istri;
6. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
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7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (--------- Tergugat------ (alm))
terhadap Penggugat (--------- Penggugat------ );
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Subsider
Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain,
maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan
tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
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1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK
320224659950004, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tangerang,
tertanggal 10 Juni 2021 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-
nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua
Majelis;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0376/44/X1/2020, yang dikeluarkan
oleh KUA Jampang tengah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
tanggal 25 November 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan
telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf
Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

2.1 Agus Triyadi bin Edi Nuryadi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat tempat tinggal Jl
Sempur 5 No.9 Perumnas 2 Rt.008 Rw.011 No.9 Kelurhan Bencongan
Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah teman Penggugat

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di mengambil tempat kediaman bersama terakhir dirumah kontrakan
yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari (Gang Samping Rumah
Makan Tamara/Kontrakan Bapak Haji Ramon) Nomor 88 RT 001 RW
003 Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota
Tangerang Provinsi Banten;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
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mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak sejak bulan Januari Tahun 2022;

- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat
perselisihantersebut;

- Bahwa Yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat karena Tergugat jika ada permasalahan dengan
Penggugat kebanyakan diam dan tidak ada komunikasi yang baik
sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga; keluarga
Tergugat terlalu mempengaruhi Tergugat dengan ikut campur
permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga
dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
Bulan Oktober Tahun 2022 dan Penggugat/Tergugat yang
meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat
agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat
namun tidak berhasil;

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan
Penggugat dan Tergugat;

2.2 Ahmad Bangkit Prakoso Bin Ristono umur 20 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di JI Al Muhajirin 2
Rt.03 rw.10 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Tangerang Kota
Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah Tetangga Penggugat;
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- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di mengambil tempat kediaman bersama terakhir dirumah kontrakan
yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari (Gang Samping Rumah
Makan Tamara/Kontrakan Bapak Haji Ramon) Nomor 88 RT 001 RW
003 Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota
Tangerang Provinsi Banten; ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak sejak bulan Januari Tahun 2022;

- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat
perselisihan tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat karena Tergugat jika ada permasalahan dengan
Penggugat kebanyakan diam dan tidak ada komunikasi yang baik
sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga; Keluarga
Tergugat terlalu mempengaruhi Tergugat dengan ikut campur
permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga
dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri; ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
Bulan Oktober Tahun 2022 dan Penggugat/Tergugat yang
meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;
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- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat
agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat
namun tidak berhasil;

- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan
Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun
lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya
telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal
125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena
menurut Peraturan Mahkamah Agung R | Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang
berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai
ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap
mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat , akan tetapi upaya

tersebut tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah
Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah
tangganya sejak bulan sejak bulan Januari Tahun 2022 sudah tidak harmonis,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Bulan
Oktober Tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan
sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang
baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidak hadirannya di
persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat
terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga
dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat
gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan
hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan
bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti
otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa
Pengguat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan
bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan
Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah
orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi
tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat

dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sejak bulan sejak
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bulan Januari Tahun 2022 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal sejak bulan Bulan Oktober Tahun 2022 serta tidak pernah kumpul lagi
sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama
lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua
orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh
Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya
menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat
dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka
dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-
saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak
berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah
tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun
lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak
terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami
isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah
sebagaimana dikehendaki dalam Algur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang
termaktub dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :
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Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara
keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat
mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud,
maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas
justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara,
keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil
gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum
gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in
shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-

dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
hadir menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (--------- Tergugat------ )
terhadap Penggugat (--------- Penggugat------ )

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Tangerang pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 Miladiah, bertepatan dengan
tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Absari, M.H. dan Musafirah, S.Ag., M.H.l.,
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masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Rodiah, S.H.l., M.H. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dra. Hj. Absari, M.H. Drs. Muhyar, S.H., M.H.

Musafirah, S.Ag., M.H.l.
Panitera Pengganti,

Siti Rodiah, S.H.l., M.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses: Rp 75.000,00
- Panggilan  : Rp 560.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi: Rp 10.000,00

- Meterai: Rp 10.000.00
Jumlah : Rp 705.000,00

(tujuh ratus lima ribu rupiah).
Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera
Pengadilan Agama Tangerang

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Catatan :
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Salinan Putusan diberikan kepada .......................... pada tanggal ...........
............ dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1738/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



